
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 

 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

 
 

Seiring dengan terjadinya krisis ekonomi pada 1980-an, pemerintah dianggap 

sebagai akar masalah bukannya pemecah masalah, sehingga peran negara menjadi 

minimal dan memaksimalkan peran pasar dan swasta. Pada perkembangan 

selanjutnya (1990-an), muncul pandangan yang baru terhadap pemerintahan yaitu 

bergesernya konsep government ke governance (pemerintah ke kepemerintahan) 

 
Penyelenggaraan good governance (GG) menjadi agenda utama di Indonesia 

dewasa ini. Penentuan agenda ini didahului oleh krisis moneter (ekonomi, sosial 

dan politik) pada tahun 1997 yang meluas menjadi krisis moral (budaya, identitas 

dan hukum). Krisis tersebut telah mendorong arus balik yang luas dan menuntut 

perbaikan ekonomi negara, penciptaan good corporate governance (GCG) di 

sektor swasta, dan perbaikan pemerintahan negara. Berikut ini ditampilkan data 

indeks good governance dan good corporate governance di Asia pasca krisis. 

 
Tabel 1. Good Governance dan Good Corporate Governance di Asia (2001). 
 

No 
 

Negara 
Indeks Good 

Governance 

 

Indeks GCG 
World Competitiveness 

Rank 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Singapura 4 1 2 

2 Hongkong 14 2 6 

3 Jepang 21 3 26 

4 Taiwan 27 4 18 



 
 

 
 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

5 
Korea 
Selatan 

 

42 
 

5 
 

28 

6 Malaysia 36 6 29 

7 China 57 11 33 

8 Thailand 61 8 38 

9 Filipina 65 7 40 

10 India 71 9 41 

11 Indonesia 89 10 49 

Sumber :  Riant Nugroho D. Reinveinting Pembangunan dalam Siregar, Doli 

D. (2004 : 405)
1
. 

 

 
 

Dari  data  pada  Tabel  1,  dapat  terlihat  bahwa  nilai  GG  dan  GCG  Indonesia 

terendah di Asia dan sebagai akibatnya ranking kedayasaingan Indonesia menjadi 

yang terendah juga. Hal ini sangat memprihatinkan karena daya saing merupakan 

faktor utama keberhasilan suatu negara dalam era globalisasi. Rendahnya daya 

saing ini juga terefleksikan ke daerah-daerah, dimana dalam era otonomi daerah 

ini, daerah harus secara bersama-sama dan bekerja sama dengan berbagai pihak 

termasuk swasta dan rakyat untuk meningkatkan daya saing daerahnya masing- 

masing. 

 
Berdasarkan data di atas itulah maka tidak mengherankan jika selama dasawarsa 

 
1990-an, tuntutan terhadap penerapan GG dan GCG secara konsisten dan 

komprehensif datang secara beruntun. Mereka yang menyuarakan hal itu di 

antaranya adalah berbagai lembaga investasi baik sosial maupun mancanegara, 

termasuk institusi sekaliber World Bank (Bank Dunia), International Monetery 

Fund (IMF), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 

dan Asia Pasific Economic Corporation (APEC). Dengan melontarkan beberapa 

prinsip umum dalam corporate governance (CG) seperti fairness, transparency, 
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Doli D. Siregar, “Manajemen Aset”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal 405. 



 

 
 

 
accountability, stakeholders concern, dapat disimpulkan bahwa penerapan GG 

dan GCG diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian negara yang 

sedang tertimpa krisis bangkit menuju situasi yang lebih sehat, maju, mampu 

bersaing, dikelola secara dinamis dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai- 

nilai etika. Ujungnya adalah daya saing yang tangguh, yang diikuti pulihnya 

kepercayaan investor. 

 
Kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari pengungkapan 

kinerja Pemerintah Daerah secara akurat dan tepat waktu. Agar bernilai di pasar 

modal global, informasi tersebut haruslah jelas, konsisten, dan dapat 

diperbandingkan serta menggunakan standar yang diterima di seluruh dunia. 

Dampak transparansi adalah bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memperhitungkan dampak resiko bertransaksi 

dengan Pemda. Oleh karena itu, Pemda memiliki   dua peranan dalam kerangka 

regulasi  dan  kerangka  investasi  sebagaimana  yang  berbunyi  pada  pasal  176 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu: 

 
1.   Kerangka regulasi: Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian 

daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat 

dan/atau  investor  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  (Perda)  dengan 

berpedoman pada peraturan perundang‐undangan”;

 
2.   Kerangka investasi: “Yang dimaksud insentif dan/atau kemudahan dalam 

 
ayat  ini  adalah  pemberian  dari  Pemerintah  Daerah  antara  lain  dalam 

bentuk  penyediaan  sarana,  prasarana,  dana  stimulan,  pemberian  modal 



 

 
 

 
usaha,  pemberian  bantuan  teknis,  keringanan  biaya  dan  percepatan 

pemberian izin”. 

 
Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kepala daerah  dalam 

mengelola daerahnya. Potensi yang besar dari suatu daerah, tidak dapat 

dioptimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan daerah tersebut apabila kepala 

daerah tidak dapat mengelola potensi daerahnya dengan benar. Sebaliknya, 

kurangnya potensi suatu daerah dapat ditutup dengan suatu strategi yang tepat 

untuk memanfaatkan bantuan dari pusat dalam memberdayakan daerahnya. 

 
Pemberdayaan masyarakat di daerah dapat dilihat dari beberapa sudut pandang: 

pertama, penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat 

berkembang; kedua, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun 

melalui berbagai bantuan dana, latihan, pembangunan prasarana dan sarana baik 

fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; ketiga, 

perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan 

yang tidak seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan
2
. 

 

Kemitraan  menjadi  sangat  penting  karena  manajemen  modern  baik  di  sektor 

publik maupun privat (swasta) menuntut adanya keunggulan (mutu), daya saing 

antar lembaga, perspektif bahwa perusahaan yang berdiri sendiri akan sulit 

berkembang, dan tuntutan standar kinerja baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. 

Keuntungan yang didapatkan dari adanya kemitraan antara lain : (1)  peningkatan 

efisiensi dan pembiayaan yang efektif; (2) meningkatkan kesempatan berinovasi; 
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Made Suyana Utama, “Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rakyat Dalam Rangka Pelaksanaan 

Otonomi Daerah”, Universitas Udayana Press, Denpasar, 2006, hal. 6. 



 

 
 

 
(3) perbaikan berkelanjutan termasuk peningkatan kualitas produksi dan jasa; (4) 

peningkatan kinerja masing-masing mitra (stakeholders); (5) saling menutupi 

kelemahan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra menjadi keunggulan dan 

keuntungan; (6) membuka akses yang lebih luas; (7) saling melakukan evaluasi; 

dan (8) memiliki standar operasional yang disepakati. 

 
Provinsi Lampung yang berada di pintu gerbang selatan untuk memasuki pulau 

Sumatera,  memiliki  sumber  daya  alam,  penduduk  yang  cukup  banyak  dan 

beragam. Sumber daya alam dan penduduk yang beragam ini merupakan potensi 

daerah yang dapat dijadikan modal peningkatan pembangunan daerah Provinsi 

Lampung yang dapat ditempuh dengan menciptakan kondusivitas lingkungan 

usaha. Salah satu faktor penting yang menunjang kondusivitas lingkungan usaha 

di Provinsi Lampung adalah infrastruktur, seperti : jalan dan pelabuhan. 

Sebagaimana petikan wawancara Lampung Post dengan Ketua Asosiasi 

Pengusaha  (Apindo)  Lampung,  Yusuf  Kohar  yang  dimuat  pada  tanggal  13 

Agustus 2010. 
 

 
 

“Pemerintah hendaknya jangan hanya melihat Pelabuhan Panjang dalam 

jangka pendek, seperti melihatnya hanya sebagai sumber pendapatan asli 

daerah (PAD) saja, tetapi harus mampu melihatnya dalam jangka panjang, 

seperti memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta pelayanan. Hal 

tersebut juga harus disertai dukungan infrastruktur jalan sehingga dapat 

menunjang komoditas ekspor dan impor. Ia menambahkan, saat ini 

Pelabuhan Panjang masih belum maksimal dalam hal pelayanan dan 

ketersediaan infrastrukutur. Sebab itu, untuk dapat menunjang segala 

aktivitas ekspor, diperlukan perbaikan, baik dari segi lingkungan maupun 

fasilitas
3
. 
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Lampung Post, “Pelabuhan : Gerbang Ekonomi Lampung” (Artikel), 13 Agustus 2010. 



 

 
 

 
Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, Pemerintah juga makin menyadari 

perlunya penerapan good governance di sektor publik, mengingat pelaksanaan 

GCG oleh dunia usaha tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya good will 

governance dan partisipasi masyarakat. GCG diperlukan untuk mendorong 

terciptanya  pasar  yang  kondusif,  efisien,  transparan  dan  konsisten  dengan 

peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar 

yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia 

usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa 

dunia usaha. Hal ini dikarenakan persaingan dalam era globalisasi sudah bukan 

antarpemerintah,   baik   pusat   maupun  daerah,   tetapi   antarkorporasi,   dengan 

demikian predikat pemerintah kalau perlu harus ditanggalkan dan diganti dengan 

korporasi yang didukung oleh Pemerintah Daerah. 

 
Terkait dengan hal itu semua, maka sudah seharusnya setiap aparatur Pemerintah 

Daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung berpedoman pada visi Daerah 

yang fokus dan searah dengan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu: 

“Terwujudnya Masyarakat Lampung yang Bertakwa, Sejahtera, Aman, 

Harmonis dan Demokratis serta Menjadi Provinsi Unggulan Berdaya Saing 

di Indonesia”, sebagai derivasi Visi Indonesia 2020 yaitu: “Terwujudnya 

Masyarakat Indonesia yang Religius, Manusiawi, Bersatu, Demokratis, Adil, 

Sejahtera, Maju, Mandiri, serta Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan 

Negara”
4
. Pada akhirnya hal ini akan berimplikasi terhadap peran dan kinerja dari 

 
aparatur pemerintah daerah itu sendiri yaitu sebagai pemikir, perencana, pelaksana 
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sekaligus pengawas jalannya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 

pembinaan masyarakat atas nama kepala daerah. 

 
Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance adalah salah satu basis 

dari berhasilnya otonomi daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki kekuatan dan 

bersifat otonom tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa ditopang oleh penegakan 

prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan 

kesetaraan. Di era akuntabilitas seperti sekarang ini, sebagaimana diisyaratkan 

dalam kaidah GCG tampaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap 

lingkungan sosial masyarakat. Hal ini ditunjukan dalam salah satu prinsip GCG 

yang menyarankan keberpihakan kepada stakeholders dalam bentuk keterbukaan 

(akuntabilitas) perusahaan dalam laporan (pengungkapan) termasuk didalamnya 

adalah pengungkapan sosial (sosial disclousure) dalam laporan tahunan (Hamid, 

2004)
5
. 

 

 
 

PT Gunung Madu Plantations (PT GMP) sebagai obyek studi dalam penelitian ini 

merupakan perusahaan pelopor usaha perkebunan dan pabrik gula di luar Jawa 

sejak tahun 1975 yang karena keberhasilannya telah menambah keyakinan 

pemerintah tentang prospek peningkatan produksi gula nasional dan memancing 

pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta lain untuk 

menggalakkan perkembangan industri gula di luar Jawa. 

Melihat perkembangan dan keberhasilan yang diperoleh tersebut, tentunya 

manajemen   PT   GMP   selalu   berupaya   melaksanakan   prinsip-prinsip   good 
 

 
 

5  
Diah Febriyanti, Good Corporate Governance sebagai Pilar Implementasi Corporate Social 

Responsibility (Studi Kasus pada PT. Bank X.Tbk), Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 

3. 



 

 
 

 
corporate governance dengan sebaik-baiknya karena pada umumnya, perusahaan 

seringkali lupa akan fungsinya. Seharusnya, perusahaan selain berfungsi sebagai 

organisasi bisnis sekaligus juga berfungsi sebagai organisasi sosial. Perusahaan 

yang hanya berorientasi bisnis akan menghadapi tantangan karena baik secara 

langsung ataupun tidak langsung harus berinteraksi dengan lingkungan sosialnya 

terkait dengan kinerja ekonomi mulai dari input, proses hingga output yang 

meliputi  aspek  produksi,  keuangan  dan  pemasaran  (distribusi).  Aktivitas  unit 

usaha tidak dapat terlepas dari lingkungan sosialnya. Perusahaan menggunakan 

sumber daya alam sebagai bahan untuk menghasilkan barang atau jasa dan 

menggunakan sumber daya manusia sebagai motor pengerak aktivitasnya. 

Keterbukaan ini mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya dampak 

perusahaan pada kondisi sosial dan lingkungannya. Pihak-pihak yang mempunyai 

kepentingan terhadap perusahaan mulai menekan perusahaan untuk mulai 

melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungannya. 

 
Oleh karena itu, komunitas dan perusahaan diusahakan berada dalam sebuah 

hubungan   simbiosis   mutualisme.   Keberadaan   perusahaan   diharapkan   dapat 

memacu derak roda perekonomian yang meliputi aktivitas produksi, finansial dan 

pemasaran (distribusi)  untuk membawa komunitas menuju taraf hidup yang lebih 

baik. Dengan demikian harus ada keseimbangan keuntungan komunitas dengan 

keuntungan   bisnis
6
.   Hal   tersebut   dikenal   dengan   istilah   corporate   social 

 
responsibility (CSR) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

 
Tentang  Perseroan  Terbatas.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  CSR  menurut 

 
Undang-Undang  tersebut  yaitu,  ”Kewajiban  Perseroan  yang  dianggarkan  dan 

 
6  

A.B. Susanto, Reputation-Driven Corporate Social Responsibility, Erlangga, Jakarta, 2009, hal. 

44-45. 



 

 
 

 
diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran”
7
. 

 
Gagasan CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar 

kegiatan ekonomi (menciptakan profit demi kelangsungan usaha), melainkan juga 

tanggungjawab sosial dan lingkungan dari aspek kebijakan, kelembagaan, 

infrastruktur, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Dasar 

pemikirannya, menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidaklah 

menjamin perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan. Melakukan program CSR 

yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar 

baik kepada perusahaan itu sendiri berupa citra perusahaan dan para stakeholder yang 

terkait. 

 
CSR menurut Alyson Warhurst diartikan sebagai : 

 

 
 

„Internalisation by the company of the social and environmental effects of 

its operations through proactive pollution prevention and social impact 

assessment so that harm is anticipated and avoided and benefits are 

optimised’ atau upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan operasinya melalui 

tindakan proaktif pencegahan pencemaran dan penilaian dampak sosial, 

sehingga  dampak  negatif  dapat  diantisipasi  dan  dihindari  sementara 

dampak positif dapat dioptimumkan
8
. 

 

 

PT GMP telah membuktikan betapa efektif dan harmonisnya pemanfaatan 

sumberdaya alam, penyerapan tenaga kerja, pembukaan daerah terpencil, dan 

pengembangan wilayah perdesaan dalam membangun bangsa. Hal ini tercermin 
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 2. Ketentuan 

ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai 

dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. 
8  

Jalal dan Reza Ramayana, Kemitraan Tiga Sektor (tri-sector partnership) untuk Pembangunan 
Berkelanjutan di Kabupaten-Kabupaten di Madura, Lingkar Studi CSR, Jakarta, 2007, hal. 2. 



 

No Sektor Kegiatan CSR 

(1) (2) (3) 
 

1 
 

Pendidikan 
  Pemberian bantuan beasiswa kepada batih karyawan mulai 

dari tingkat SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi Negeri. 

 
2 

 
Agama 

  Pembangunan sarana-sarana ibadah; 

  Pemberangkatan haji bagi karyawan yang terpilih; 

  Pemberian hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. 

3 Olahraga   Porseni (Pekan Olahraga dan Seni). 
 

 
 

4 

 

 
 

Lingkungan 

  Pengolahan limbah industri secara benar (IPAL); 

  Pengadaan air bersih bagi desa sekitar; 

  Fogging; 

  Peminjaman bantuan berupa alat-alat kebersihan pada desa 

desa sekitar. 
 

5 
 

Karyawan 
  Program jaminan hari tua; 

  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

 

 
 

 
dari diimplementasikannya  berbagai program CSR. Program ini tidak  sekadar 

menjadi alat pelengkap untuk mendongkrak citra perusahaan, namun merupakan 

bagian dari etika bisnis yang baik. Pemikiran yang mendasari CSR yang sering 

dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai 

kewajiban ekonomis dan legal kepada shareholder tapi juga kewajiban terhadap 

stakeholder. 

 
Kemitraan antara perusahaan dan stakeholder menjadi keharusan dalam 

lingkungan usaha. Oleh karena itu, dunia usaha akan mengutamakan hal-hal yang 

berkaitan dengan membangun kemitraan bersama perusahaan, pemerintah, dan 

masyarakat sipil, untuk menyatakan bahwa dunia usaha dapat membantu 

masyarakat terhadap kesinambungan hidup mereka. 

 
Tabel 2. Implementasi CSR yang telah dilakukan PT Gunung Madu 

Plantations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: PT Gunung Madu Plantations, 2009. (Praseto, 2010 : 5 – 6)
9
. 
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Siko Praseto, “Pengaruh Sikap Penerima Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra 

Perusahaan (Corporate Image), Universitas Lampung, Bandarlampung, 2010, hal. 5 – 6. 



 

 
 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

 
 

Berdasarkan deskripsi singkat latar belakang di atas, dapat dikatakan bahwa peran 

pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai 

entrepreneur,  koordinator,  fasilitator,  dan  stimulator  bagi  lahirnya  inisiatif- 

inisiatif  pembangunan  daerah.  Maka  dari  itu  persoalan  (permasalahan)  yang 

hendak dijawab dalam penelitian ini adalah, “Bagaimanakah Pola Kemitraan 

Pemerintah Daerah dengan Swasta dalam Perspektif Good Corporate 

Governance” (Studi Pada Kemitraan Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. 

Gunung Madu Plantations). 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 

 
 

Adapun tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola kemitraan 

Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT GMP. Sedangkan sub tujuan dari 

penelitian ini, yaitu: 

1.   Mengetahui pola kemitraan Pemerintah Provinsi Lampung dengan swasta; 

 
2.   Mengetahui implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada 

 
PT. Gunung Madu Plantations; 

 
3.   Merumuskan alternatif pengembangan kemitraan antara   pemerintah 

dengan swasta dalam perspektif good corporate governance. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

 

 
 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

 
1.   Secara akademis, sebagai salah satu kajian terhadap fenomena- 

fenomena/gejala-gejala  pemerintahan  dalam  perspektif  good  corporate 



 

 
 

 
governance dengan pendekatan pola kemitraan dan corporate social 

responsibility (CSR). Dengan demikian dapat dijadikan acuan analisis 

terhadap situasi sosial politik, sosial budaya maupun sosial ekonomi yang 

berkembang di masyarakat baik secara akademis-konseptual maupun 

teknis-operasional; 

 
2.   Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi: 

 
a. Rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat 

melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam membangun 

kemitraan dengan pihak swasta sebagai investor dalam maupun 

luar negeri, sehingga tercipta hubungan yang sinergis (interelasi 

dan interaksi), baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal 

antara pemerintah-swasta-masyarakat sebagai elemen-elemen good 

governance. 

b.   Rekomendasi   bagi   perusahaan   sekaligus   memberikan   gambaran 

tentang kinerja perusahaan, dalam hal ini penerapan good corporate 

governance, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan keputusan di masa mendatang. 


